Dipindai dengan CamScanner




2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa  kalj terakhir  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

tentang Pengelolaan Keuangan Dega (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
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(1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud

) adalah skala penyebaran

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19
al di

penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara glob

seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desaf
yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi
akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2
Pengunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi
dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

pasal 2 berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.

(2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT

menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskn atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan;

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan
sosial pemerintah lainnya.

Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari

Kementerian Sosial ;

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga
penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa sebagaiman dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan
selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.

Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan
Kepala Desa ini.

Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, b ) -2

Musyawarah Desa yang diselenggarakan
dan telah dituangkan dalam Berita
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